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ABSTRAK

Maraknya praktek nikah sirri yang terjadi di Indonesia yang dapat
merugikan bagi istri dan anak juga terjadi di Kota Tebing Tinggi.Hal ini tidak
lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perkawinan
menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian adalah
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi/yang menyebabkan
terjadinya nikah sirri dan akibat hukum nikah sirri terhadap istri dan anak menum.
UU No. 1 Tahun 1974, Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum
yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku-perilaku
hukum masyarakat yang dibandingkan denpan peraturan perundang-undangan.
Penartkan sampel dengan cara non probability sampling dan ditetapkan sampel
sebanyak 3 (tiga) pasang suami istri yang melakukan nikah sirri di daerah Paya
Pasir Kota Tebing Tinggi. Data yang didapat berupa data primer yaitu hasil
wawancara dengan responden, dan data sekunder berupa bahan hukum primer
vaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam/Kompilasi
Hukum Islam serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku, makalah, jurnal,
maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan
permasalahan skripsi ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi/yang menyebabkan terjadinya nikah sirri yaitu  : ingin
mendapatkan keturunan (anak), ekonomi, hamil di luar nikah, adanya anggapan
bahwa peraturan agama yang menyatakan nikah sirri sah sudah cukup, dan
kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan
perkawinan sesuai Undang-undang No. | Tahun 1974, Sedangkan akibat hukum
yang dapat terjadi terhadap istri yaitu tidak ada pengakuan hukum sebagai istri seh
sehingga istri sirri tidak memiliki hak kewarisan, hak mendapatkan gaji atau upah
termasuk hak memperoleh dukungan dana dari suami terutama jika suami
meninggal dunia atau cerai. Sedangkan bagi anak tidak dapat hak warisan, hak
memperoleh nafkah dan yang paling menyakitkan adalah secara hukum dia tidak
memiliki ayah yuridis. Biasanya anak hanya memiliki earis keturunan dari ibu dan
melekatkan namanya dengan nama ibunya serta ibunyalah yang memiliki
kewajiban untuk menafkahi dan membesarkannya. Disarankan hendaknya negara
dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi keagamaan lebih
mempertegas sanksi hukum bagi pelaku nikah sirri agar dapat diminimalisasi
kasus nikah sirri, hendaknya negara melakukan pengawasan ketat terhadap
penetapan biaya pengurusan akta di kantor-kantor urusan agama, agar disesuaikan
dengan standar yang wajar, dan hendaknya pihak-pihak swasta dan organisasi-
organisasi agama lebih menggiatkan pelaksanaan nikah massal dan menjaring
sebanyak mungkin para pelaku nikah sirmi agar mau dan berkenan mencatatkar
permikahannya ke KUA.




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan
bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,
karena perkawinan sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir
bathin antara scorang pria- dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.'

Di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut juga dinyatakan bahwa
suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian vang dinyatakan dalam surat-

surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan 2

Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain
seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin sirri’ atau ‘nikah sirri’ adalah perkawinan

vang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan

; Undang-undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
* Khairulnas, 2010, Status Perkawinan dan Perceraian Secara [slam yang Tidak
Didaftarkan, Fakultas Hukum UMSBE Bukittinggi.
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di kantor pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama [KUA] bagi yang
beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Menurut pandangan hukum Negara kita, pernikahan yang dilakukan di
luar KUA (tanpa dicatatkan di kantor urusan agama) disebut dengan nikah Sirri.
Adapun yang menjadi dasar terlaksananya nikah Sirri ini adalah adanya aturan
dalam agama Islam yang mengatur syarat dan ketentuan dalam pernikahan.
Beberapa rukun pernikahan dalam ajaran Islam yaitu : calon mempela

(pengantin). wali, saksi, mahar, dan ijab qabul®.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan
pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya,
tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula vang disebabkan
karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah

lebih dari satu kali; dan lain sebagainya.

Perdebatan soal eksistensi hukum agama (Islam) dalam sebuah negars,
seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat alot dan
mengundang polemik panjang. Dalam kasus nikah sirri atau nikah yang tak
dicatatkan resmi ke negara, hampir mayoritas ulama mengatakan hal tersebut sah
secara agama sepanjang akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun yang telah

ditetapkan Islam. Dalam literatur hukum Islam, sudah jelas tidak ada satu
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Javadi, 2010, Mengenal Pernikahan Sirri, hitp:/fwww kabarindonesia.com/berita.
php?pil=19&jd=



BABIV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka ada beberapa kesimpulan yang

dapat diambil yaitu :

I.

2

Faktor-faktor yang mempengaruhi/yang menyebabkan terjadinya nikah

sirri yaitu :

a. Ingin mendapatkan keturunan (anak).

b. Tidak ada biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan ke KUA.

¢. Alasan ingin bertanggung jawab karena si wantia hamil di luar nikah.

d.

Adanya anggapan bahwa peraturan agama yang menyatakan nikah sirri
sah sudah cukup.
Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

pencatatan perkawinan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap istri yaitu istri nikah sirri tidak

memperoleh pengakuan hukum sebagai istri sah dan secara otomatis

mereka tidak memiliki hak kewarisan, hak mendapatkan gaji atau upah

termasuk hak memperoleh dukungan dana dari suami terutama jika suami

meninggal dunia atau cerai. Sedangkan bagi anak tidak dapat hak warisan,

hak memperoleh nafkah dan yang paling menyakitkan adalah secara

hukum dia tidak memiliki ayah biologis. Biasanya anak hanya memiliki

gans keturunan dari ibu dan melekatkan namanva dengan nama ibunya
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